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 Transition of land rights is a right to move land rights from person 

to legal entity. In the transition of law it occurs because of legal 

actions and legal events. Legal events can occur due to 

inheritance, whereas in legal actions themselves occur because of 

buying and selling, exchange and grants. Legal acts that occur 

because buying and selling are usually carried out by the 

occurrence of agreements and under the hand. But in society 

there are still many that are done under the hand, namely by 

using customary law or carried out before a notary. Legal 

Protection Against the sale and purchase of land that has not 

been registered obtains preventive refressive legal protection and 

legal protection, namely protection to resolve disputes in court, if 

the protection is carried out by good faith. In an effort to obtain 

legal certainty about buying and selling land that has not been 

registered, namely by registering land in order to get a legal 

certainty. Land registration itself aims to provide legal certainty 

and organize a land administration. With the existence of land 

registration will get legal protection that feels that it will not get 

disturbance and lawsuit from other parties. To guarantee a legal 

certainty, the transition of land rights through buying and selling 

is the need for formal requirements for sellers of land rights and 

also related to the procedure for the transition of land rights. 

Buying and selling must be proven by the deed made in front of 

the Land Deed Making Officer (PPAT). 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan ini berlaku juga dalam bidang pertanahan. Ketentuan 

kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan mengakar pada pasal 33 Ayat (3) 

Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat 

kemudian dikokohkan dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (lembaran Negara 1960-104) atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA).  Selanjutnya  dapat  dilihat  diberbagai  peraturan  Pemerintah,  Keputusan Presiden, 

Peraturan Presiden, dan peraturan yang diterbitkan oleh pimpinan Instansi teknis di bidang 

pertanahan. Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu 
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lintas hukum dan pemanfaatan tanah didasarkan pada ketentuan pasal 2 Ayat (2) UUPA yakni 

dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 

hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-

hubungan hukum antara orang- orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 

tanah. Atas dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan pasal 4 UUPA ditentukan adanya 

macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara (pemerintah) kepada dan 

dipunyai oleh subyek hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu 

orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanah yang 

bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA. 

 

Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah 

pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan kepastian hukum bagi 

pemegang haknya. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang merupakan salah 

satu tujuan pokok UUPA maka Undang- undang menginstruksikan kepada pemerintah untuk 

mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat Rechskadaster artinya 

tujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya sebagaimana diatur dalam pasal 19 

UUPA. 

 

Sebagai landasan teknis pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 

tantang pendaftaran tanah, kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 yang merupakan penyempurnaan dari 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan 

selama ini yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah 

diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dalam penguasaan dan 

penggunaan tanah. Hal yang lebih penting lagi adalah menyangkut sistem pendaftaran tanah yang 

dikembangkan terutama menyangkut sistim publikasinya yang tetap menggunakan sistim negatif 

tetapi yang mengandung unsur positif, tidak menganut asas negatif semata dan bukan pula 

positif murni, karena dengan pendaftaran tanah hanya akan menghasilkan surat-surat tanda bukti 

hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang telah dinyatakan dalam pasal 19 

Ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (2) dan pasal 38 Ayat (2). Dalam pasal 32 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 disebutkan bahwa: sertifikat merupakan surat tanda bukti 

yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan 

data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 

bersangkutan. 

 

Sedangkan dalam Penjelasan pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak 

dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridisyang tercantum didalamnya harus diterima 

sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam 

sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang 

bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. 

 

Tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi masyarakat 

sebagaimana menurut Aristoteles dan Aguinas Grotius yang mengajarkan bahwa kepastian hukum 

dan keadilan adalah tujuan dari sistem hukum. Demikian juga ketentuna pasal 19 Ayat (2) UUPA 

menegaskan bahwa pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat, ini sesuai pula dengan penjelasan atas UUPA Bab IV alinea 2 yang 

menyebutkan pendaftaran tanah yang bersifat rechtkadaster yang artinya bertujuan menjamin 

kepastian hukum. Kepastian hukum sertifikat seharusnya dapat dipahami sebagai sertifikat yang 

merupakan produk dari lembaga pemerintah adalah sesuatu sebagai alat bukti kepemilikan hak 

atas tanah yang tidak dapat di gangu gugat lagi. Akan tetapi sebagaimana penjelasan pasal 32 

Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat 
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dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data 

yang benar. Ini dapat disimpulkan bahwa sertifikat sebagai produk lembaga pemerintah ada 

kemungkinan tidak benar (terlepas dari sebab-sebabnya), Kepastian hukum menurut pendapat Jan 

Michiel Otto dalam bukunya Adrian Sutendi, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

(1) Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten; 

(2) Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat 

terhadapnya; 

(3) Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut; 

(4) Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara 

konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum; 

(5) Putusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan. Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn 

adalah: 

(a) Berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkrit. Pihak- pihak 

pencari keadilan ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, 

sebelum ia memulai dengan perkara. 

(b) Berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-

wenangan hakim. 

 

Ketentuan pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut rawan menimbulkan sengketa karena 

sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah belum dapat menjamin kebenarannya. Pasal 32 Ayat 

(2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan: Dalam hal atas suatu bidang tanah 

sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh 

tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasanya, maka pihak lain yang merasa 

mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 

waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun 

tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat 

tersebut. 

 

Dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa di 

dalam sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi 

walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. 

Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti 

hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA 

bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu 

dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini 

tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena 

pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu 

diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap 

berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan 

kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar 

sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut 

UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

 

Berkaitan dengan sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Maria SW Sumarjono 

menyatakan bahwa apabila selama 5 (lima) tahun pemegang hak atas tanah semula lalai untuk 

menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, serta membiarkan hak atas 

tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh pihak lain yang beretikat baik dan ia tidak mengajukan 

gugatan ke pengadilan, berarti yang bersangkutan menelantarkan tanahnya dan kehilangan 

haknya unutk menggugat. Konsepsi ini didasarkan pada lembaga rechtverwerking yang dikenal 
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dalam hukum adat. 

 

Konsep rechtverwerking dalam pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 ini 

bertujuan memberikan kepastian hukum kepada 2 (dua) pihak, yaitu: (a) Bagi pemilik sertifikat, 

kalau sudah lewat 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kodya tidak ada yang mengajukan gugatan, maka ia terbebas dari gangguan pihak lain 

yang merasa sebagai pemilik tanah tersebut. (b) Bagi tanah yang sebenarnya, ia wajib menguasai 

tanah secara nyata dan mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat 

agar terhindar dari kemungkinan tanahnya didaftarkan atas nama orang lain. 

 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 memberikan pengertian tentang Keputusan 

Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/atau Pejabat 

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan 

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal sertifkat hak atas tanah yang 

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota telah berusia 5 (lima) tahun tidak berarti hak 

menggugatnya hilang bagi orang yang merasa dirugikan atas diterbitkanya sertifikat hak atas 

tanah tersebut. Apabila unsur-unsur dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 

1997 terpenuhi secara kumulatif, hak menggugat bagi orang yang merasa dirugikan atas 

diterbitkanya sertifikat tersebut tidak menjadi hilang. Meskipun unsur- unsur dalam pasal 32 Ayat 

(2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 terpenuhi, maka orang yang merasa dirugikan atas 

diterbitkanya sertifikat dan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan diterbitkanya hak atas 

tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, maka pihak yang merasa dirugikan dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negra (PTUN). Gugatan dapat diajukan dlam 

waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan/atau Pejabat Tata 

Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Alasan 

yang dapat digunakan sebagai dasar dalam gugatan untuk pembatalan atau menyatakan tidak sah 

sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ kota diantaranya: 

(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan peraturan perundang- undangan 

yang berlaku. 

(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas tentang bentuk-

bentuk ketidak pastian hukum dari sertifikat hak atas tanah milik, dan perlindungan hukum bagi 

pemegang sertifikat hak atas tanah milik. 

 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai akibat laju pembangunan, 

meningkatkan kebutuhan akan tanah baik untuk kepentingan industri, jasa maupun permukiman 

seperti perumahan dan perkantoran. Kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat 

dikarenakan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang 

tidak diimbangi dengan persediaan tanah yang terbatas. Ketidakseimbangan itu telah 

menimbulkan persoalan dari banyak segi. 

 

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah, masalah tanah bukan saja masalah 

yuridis, tetapi menyangkut masalah ekonomi, sosial dan politik. Hal ini disebabkan karena tanah 

merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan menempati kedudukan yang sangat penting 

dan strategis dalam kehidupan dan pembangunan, di masa sekarang dan masa yang akan datang. 

Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan 

kepastian hukum atas tanah tersebut. 

 

Tanah adalah benda tidak bergerak/benda tetap karena sifatnya. Tanah tidak dapat dipindah-

pindahkan. Yang dapat dipindah-pindahkan atau berpindah ialah hak- hak atas sebidang tanah. 

Pemindahan atau peralihan hak atas tanah ini harus dibuktikan dengan akta otentik. Segala 

permasalahan yang terjadi sering menciptakan situasi yang tidak diinginkan baik antara pemilik 
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maupun antar pemilik dengan penguasa dan pengusaha di atas tanah tersebut. Lantas, perlu 

dipertanyakan mampukah sertifikat dijadikan sebagai alat yang bernilai sebagai pengaman bila 

timbul permasalahan tentang tanah. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan 

pencatatan perubahan- perubahan yang terjadi dikemudian hari. Asas mutakhir menuntut 

dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga 

data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. 

 

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewajiban dari pemerintah yang bertujuan 

untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat rechtscadaster, artinya untuk kepentingan 

pendaftaran tanah saja dan hanya mempermasalahkan haknya apa dan siapa pemiliknya, bukan 

untuk kepentingan lain seperti halnya perpajakan. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk 

melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, 

apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan, dan sebagainya. Terkait dengan tujuan 

pendaftaran tanah untuk menyediakan informasi, berarti hasil dari pelaksanaan pendaftaran tanah 

tersebut dapat dijadikan sebagai data-base bagi instansi pemerintah yang memerlukan informasi 

mengenai keadaan dan potensi bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat, seperti instansi 

perpajakan, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

 

Tertib administrasi dalam pendaftaran tanah dimaksudkan bahwa seluruh berkas-berkas di Kantor 

Pertanahan harus sudah tersimpan dengan baik dan teratur sehingga memudahkan untuk mencari 

suatu data yang diperlukan, terbukti dari adanya sejumlah buku-buku yang tersedia dalam 

menunjang pendaftaran tanah tersebut. Begitu pentingnya pelaksanaan asas mutakhir yang 

bertujuan untuk pemeliharaan data pertanahan, atau dengan kata lain menentukan data 

pendaftaran tanah, secara terus- menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan 

di Kantor Pertanahan, selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Tujuan penelitian ini 

adalah: Untuk mengetahui Upaya perlindungan hukum terhadap jual beli hak atas tanah yang 

telah terdaftar dan kendala dalam perlindungan hukum terhadap Jual Beli Tanah yang telah 

terdaftar. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara normative empiris diperoleh akan 

dianalisis secara kualitatif dan kemudian akan dideskriftifkan, data kualitatif diperoleh secara 

normatif empiris dengan melakukan pendekatan mengenai permasalahan yang diangkat dalam 

penulisan ini yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau secara lisan dan juga 

perilaku nyata, dilakukan berdasarkan pada paraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 

kaidah hukum positif dan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas berkaitan dengan pembahasan yang 

penulis bahas. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, 

perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan 

perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif 

diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak 

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan 

hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil 

keputusan. 

 

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang- undangan guna 

mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam 

melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang 
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telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang 

berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Terkait dengan peralihan 

hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan atau dengan kata lain tanah 

hak yang tidak bersertifikat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah tidak ditemukan pasal yang mengatur secara khusus mengenai peralihan hak 

atas tanah khususnya terhadap tanah yang belum didaftarkan. Melainkan dari ketentuan peralihan 

hak atas tanah dari Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, dimana hanya dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b yang menyinggung 

mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf 

b tersebut hanya saja mengatur tentang penolakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

dalam hal untuk membuat akta, yang menegaskan apabila mengenai bidang tanah yang belum 

terdaftar, kepadanya tidak disampaikan : Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 

menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan Surat 

keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari 

Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor 

Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala 

Desa/Kelurahan. 

 

Selanjutnya, termasuk dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah belum juga diatur secara terperinci dan/atau khusus terkait 

dengan peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan. Akan 

tetapi dalam ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran peralihan hak karena pemindahan 

hak sebagaimana diatur pada Pasal 103 sampai dengan Pasal 106, hanya pada Pasal 103 ayat (3) 

dan Pasal 106 yang membahas hal pemindahan hak atas tanah yang belum terdaftar, dan kedua 

Pasal tersebut masih mengatur secara umum mengenai peralihan hak atas tanah yang belum 

terdaftar. 

 

Dapat disimpulkan bahwa dengan berdasarkan pada teori perlindungan hukum dengan mengacu 

pada ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang tujuan dari pendaftaran tanah, yang mana 

pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas 

suatu bidang tanah sehingga dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak 

yang bersangkutan. Dan untuk memberikan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud kepada 

pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.Oleh karena itu, seharusnya 

peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan dengan 

berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-

Pokok Agraria yang mengharuskan diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia, maka peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan 

harus didaftarkan. Yang mana peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut harus dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Karena akta peralihan hak yg dibuat oleh PPAT 

merupakan dasar dan/atau alas hak untuk melakukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas 

tanah. Apabila tidak didaftarkan serta perbuatan hukum yakni jual beli tersebut tidak dilakukan di 

hadapan PPAT, maka perbuatan hukum tersebut bukanlah jual beli yang mengakibatkan 

beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan kepada pembeli atau pemegang hak baru. 

Sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 UUPA, yang menyebutkan bahwa hak 

milik demikian pula setiap peralihan harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang 

dimaksud dalam Pasal 19. Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai 

hapus nya hak milik, serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. b. Perlindungan 

Hukum Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Terhadap Tanah Yang Belum Terdaftar Untuk mewujudkan 
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perlindungan hukum kepada masyarakat dalam bidang pertanahan khususnya karena jual beli, 

berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan 

kebijakan di bidang pertanahan Indonesia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Untuk itu, segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tanah harus berpedoman dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Landasan filosofis dibentuknya UUPA adalah untuk 

terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan 

kebenaran dan keadilan. 

 

Wujud jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal memperoleh tanah karena 

perbuatan hukum yakni jual beli adalah oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur peraturan pemerintah, 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA. Adapun peraturan pemerintah 

sebagaimana yang dimaksud, merupakan peraturan induk dari pendaftaran tanah adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 

Pendaftaran Tanah adalah tugas dan beban pemerintah. Akan tetapi, untuk mensukseskan nya 

atau keberhasilannya pendaftaran tanah sangat tergantung pada partisipasi aktif dan/atau peranan 

masyarakat terutama pemegang hak. Sehingga tujuan dari pendaftaran tanah untuk menjamin 

perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dapat tercapai dengan maksimal. 

Namun, kebanyakan masyarakat pada umumnya dalam memperoleh tanah seringkali melalui jual 

beli di bawah tangan yang secara hukum adat dilakukan di hadapan kepala adat atau kepala desa 

yang dibuktikan dengan selembar kwitansi dan/atau Surat Pernyataan Jual Beli tanah, dengan 

dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan beserta saksi, atau dengan kata lain jual beli tersebut 

memenuhi syarat terang dan tunai, tanpa campur tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau 

perbuatan hukum tersebut tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, dan masih banyak juga ditemukan bahwa tanah yang menjadi objek 

jual beli tersebut belum didaftarkan. Sehingga menimbulkan akibat yakni peralihan hak atas tanah 

karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan tidak dapat didaftarkan serta tidak dapat 

memperoleh tanda bukti hak secara yuridis yaitu sertifikat, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 

A. Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar 

 

Perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah yang belum terdaftarkan menurut hukum 

adat mengenal lembaga rechtsverwerking, karena dalam hukum adat jika seseorang sekian lama 

membiarkan tanahnya dikerjakan oleh orang lain dan memperoleh itikad baik, maka hilanglah 

haknya untuk menuntut kembali hak atas tanah tersebut, maka dalam UUPA menyatakan hapusnya 

hak atas tanah karena ditelantarkan. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka sebagai kepentingannya itu. 

Memberikan kuasaan dilaksanakan dengan terukur yang ditemukannya suatu kesenggangan 

di dalamnya. Kekuasaan diberikan yaitu biasanya dinamakan sebagai hak dalam 

melaksanakan perlindungan hukum akan membutuhkan banyak terhadap kebutuhan 

masyarakat agar suatu hak dapat ada dimasyarakat serta digunakan secara baik dan 

walaupun memiliki kewajiban yang akan dilakukan juga. 

 

Perlindungan hukum yaitu merupakan suatu kepentingan orang dengan menyerahkan 

kekuasaannya terhadap orang lain dalam kepentingan yang merupakan sasaran cara menyerahkan 

kekuasaan suatu sasaran terhadap suatu hak. Perlindungan hukum akan menempuh akan melalui 

suatu legislasi tujuannya terhadap ruang lingkup yang strategi atau kebijakan. Suatu perlindungan 

eksternal ialah bahwa perlindungan tidak besar sebelah dan harus mempunyai sifat yang memihak. 
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Sedangkan dalam perlindungan hukum inernal yaitu suatu perjanjian dengan kepentingannya satu 

sama lain menggunakan atas dasar kata dengan sepakat. Perlindungan internal akan berwujud 

terhadap pihak-pihak yang kedudukannya seimbang dan mempunyai suatu kebebasan dalam 

mengatakan kepentingannya. 

 

Dalam perlindungan internal dan eksternal makan akan terjadinya suatu perbuatan hukum perdata 

yaitu melaksanakan suatu hak dan kewajibbannya, untuk suatu hak dan kewajiban bisa terpenuhi 

maka, sebelumnya harus dibuatkan akta notariil. Akta notariil yaitu suatu akta yang akan dibuat 

ditandatangani dan dibaca oleh notaris dan bertanggungjawab atas semua isi tentang sebuah 

kebenarannya. 

 

a. Perlindungan hukum preventif 

 

Perlindungan hukum secara preventif diatur dalam pasal 32 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Perlndungan ini diberikan kepada pemegang 

hak atas tanah untuk melakukan suatu itikad baik. Unsur yang terkandung dalam perlindungan 

hukum atas diberikannya terhadap pemegang hak atas tanah terhadap orang yang beritikad baik , 

maka pemegang sertifikat akan dikuasai dengan nyata dan terus menerus tidak adanya suatu 

gugatan atau keberatan yang diajukan terhadap pihak lainnya. 

 

b. Perlindungan Hukum Refresif 

 

Tujuan dalam perlindungan ini adalah untuk mencegah akan terjadi suatu sengketa dan 

perlindungan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan akibat terjadi suatu sengketa dalam 

pengadilan. Pemilik suatu sertifikat hak atas diberikan perlindungan refresif terhadap gugatan 

dalam pengadilan dengan lembaga reschstverwerking terhadap pemilik suatu sertifikat hak milik 

atas tanah yang beritikad baik terhadap perebutan penyelesaian sengketanya. 

 

Sedangkan Langkah dan upaya untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap jual-beli tanah 

yang belum terdaftar Pendaftaran tanah menurut pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 

tahun 1997 yaitu menerangkan suatu rangkain perbuatan yang dilakukan pemerintah untuk 

pendaftaran tanah diadakan cara terus menerus dengan cara teratur dan selalu meliputi suatu 

pengumpulan data pengelolaan suatu data fisik dan data yuridis. Untuk menjamin kepastian 

hukum dilakukan pendaftaran tanah, telah diatur secara jelas tentang pendaftaran tanah untuk 

diberikan suatu kepastian hukum, terdapat pada pasal 19 UUPA yaitu menerangkan : 

(1) Menjamin suatu kepastian hukum oleh Pemerintah dilakukan dengan mendaftarkan tanah 

diseluruh wilayah indonesia terdapat peraturan ketentuan dalam pemerintah 

(2) Pendaftaran disebut dalam ayat (1) pasal menerangkan : 

a. Pengukuran perpetaan dengan cara untuk pembukuan tanah; 

b. Pendaftaran hak atas tanah dan dalam suatu peralihan hak; 

c. Menyampaikan surat tanda bukti hak, yang tentang suatu berlakunya alat bukti yang kuat. 

(3) Pendaftaran tanah dilakukan dengan cara memperhatikan suatu situasi Negara dan masyarakat, 

demi kepentingan status sosial ekonominya serta memungkinan suatu penyelenggaraan 

terhadap dengan sesuatu pertimbangan Menteri Agraria. 

(4) Terdapat dengan peraturan pemerintah mengatur suatu biaya yang disangkutpautkan 

terhadap suatu pendaftaran yang mempunyai tujuan terdapat ayat (1), dengan demikian 

ketentuan terhadap suatu rakyat yang tidak bisa untuk dibebaskan dari pembayaran biaya itu 

sendiri. 

 

Syarat sah untuk agar mendapatkan suatu kepentingan pendaftaran pemindahan suatu hak jual 

beli hak atas tanah yaitu terdiri dari dua syarat adalah suatu syarat yang materiil dan formil. Syarat 

materiil, pemegang hak atas tanah harus memiliki suatu hak kewenagan menjual hak atas tanah 

dan yang diperjualbelikan hak atas tanah yaitu terdapat pada subyek dan obyek, sedangkan formil 
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adalah transaksi jual beli hak atas tanah terdapat formalitas. Akta otentik merupakan akta yang 

dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). 

 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta jual beli terjadi suatu pemindahan dari 

pemegang hak seorang penjual kepada orang lain sebagai pembeli terhadap hak atas tanah, tetapi 

pemindahan itu hanya mengetahui kepada orang yang menjual dan orang membeli, pihak orang 

ketiga tidak akan mengetahui suatu adanya antara jual beli. Pendaftaran tanah merupakan salah 

satu tujuan dalam menjamin kepastian hukum yaitu : Status hak yang akan didaftarkan dapat 

diketahui kepastian status hak pendaftaran tanahnya, apakah pengelolaan, hak pakai, hak guna 

usaha, hak guna bangunnan dan atau hak milik atas satuan rumah susun; kepastian subyek hak, 

bahwa siapa menjadi subyek hukum atau pemegang haknya dalam pendaftaran tanah; dan 

kepastian terhadap obyek hak yaiu dapat diketahui ukutan tanah, letak tanah dan batas tanah 

dalam pendaftaran tanah tersebut. 

 

Hakikat dalam kepastian hukum berada terdapat dalam kekuatan sertipikat kepemilikan hak atas 

tanah sebagai tanda bukti di pengadilan , tetapi dalam kepastian hukum yang bersifat negatif 

merupakan suatu kepastian hukum yang relatif terdapat dalam suatu undang-undang untuk 

menjamin suatu kepastian hukum yang tidak selalu membuktikannya. 

 

Sistem pendaftaran tanah yang mempunyai sifat positif mencangkup peraturan tentang apa yang 

telah terdaftar akan dijamin suatu kebenaran data yang akan didaftarkan dan untuk pemerintah 

meneliti tentang kebenaran dan sahnya untuk didaftarkan sebelum dimasukkan dalam daftar-

daftar. Sistem publikasi negatif dan system negatif juga mengandung sistem positif , negara tidak 

menjamin kebenaran data yang disajikan dan penggunannya adalah atas resiko pihak yang 

menggunakan sendiri. Asas Nemo Plus Yuris yaitu pelindungan diberikan kepada pemegang hak 

yang sebenarnya, maka dalam asas ini selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada 

pemilik terdaftar dari orang yang merasa pemilik yang sebenarnya. Di indonesia terdapat terjadi 

suatu sistem pendaftaran tanah untuk menggunakan antara lain : Sistem suatu pendaftaran hak 

(registration of title) , dalam suatu sistem ini akan pendaftaran hak untuk menciptakan suatu hak 

baru harus dengan hak yang dibuktikan dengan akta yang memuat data yuridis tanah; Sistem 

pendaftaran akta (registration of deeds), sistem ini mempermasalahkan apa yang harus 

didaftarkan, baik penyajian data yuridisnya, pentuk penyimpanan maupun bentuk bukti haknya. 

Akta-akta tersebut akan didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Tanah (PPT) yang dalam hal ini bersifat 

pasif dan tida melakukan pengujuan kebenaran atas data yang disebut dalam akta yang terdaftar; 

dan Sistem Torren (Torren Act), dalam sistem ini bukanlah akta yang didaftarkan tetapi hak-hak 

dan perubaha, berbeda dengan sistem pendaftaran akta, dalam sistem ini PPT akan bersifat aktif. 

Hasil dari proses penyelidikan suatu riwayat penguasa terhadap tanah tentang proses peralihan 

hak dan hak pendaftar yang selanjutnya yaitu adalah sertipikat. Akta dibawah tangan yang dibuat 

pada masa lalu merupakan surat bukti hak terhadap penyelidikan riwayat tanah dengan dilakukan 

menyelidiki, demikianlah dalam suatu akta peralihan hak pada masa lampau dan masa sekarang 

yaitu memegang peran penting dalam kepastian hukum dalam hak atas tanah. Pasal 19 ayat (1) 

Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa tujuan untuk menjamin sesuatu kepastian 

hukum tetapi menggunakan sistem positif. Dalam ketentuan tersebut tidak memerintahkan apa 

yang digunakan oleh sistem postif, karena sertipikat untuk surat tanda bukti hak yang berlaku 

sebagai alat bukti yang kuat dan mutlak.  

 

Pada dasarnya kepastian hukum lebih pada penegakan hukum yang berdasarkan kepada 

pembuktian secara formil, yaitu suatu pelanggaran disebabkan dalam perbuatan dapat dikatan 

melanggar jika aturan tertulis tertentu. Teori kepastian hukum, dalam perjanjian menekankan 

bahwa sanksi yang jelas sehingga memberikan kedudukan yang sama antara subyek hukum yang 

akan melakukan perjanjian. Pendaftaran tanah secara yuridis memiliki tujuan utama yaitu dengan 

untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin suatu perlindungan hukum. Tetapi dalam 

kenyataanya masih tidak ada atau tidak dianggap ada dalam kepastian hukum terhadap 



© 2022 Sultra Law Review 

Vol. 04, No. 2 2022, pp. 2400 – 2411 

 

2409                                                              

pendafataran tanah di negara ini, karena sertipikat belum menjamin sepenuhnya atas hak atas 

tanah seseorang tersebut. Dalam Pendaftaran tanah ada beberapa faktor tidak terwujudnya 

kepastian hukum yaitu antara lain : 

 

1. Faktor sejarah kepemilikan tanah 

 

Pada faktor ini, bahwa kepemilikan tanah didasarkan terhadap hukum adat. Pendaftaran tanah ini 

tidak merupakan keharusan, karena tanah masih dibaikan dan dianggap tidak terlalu penting pada 

terjadi pendaftaran, sehingga dalam pendaftaran tanah itu tidak memiliki kewajiban untuk 

memberikan manfaat bagi hak atas tanah dalam masyarakat. 

 

2. Faktor psikologi masyarakat 

 

Faktor psikologi ini, masyarakat belum memahami akan terjadinya suatu perbedaan antara tidak 

ada sertipikat atas tanah dan adanya sertipikat dari tanah tersebut. Negara memberikan 

perlindungan terhadap pemegang sertipikat yang sama dengan yang tidam mempunyai sertipikat 

dalam masyarakat. 

 

3. Faktor pelaksana dan pelaksanaan 

 

Faktor ini paling banyak dalam masyarakat yang mengeluh saat melaksanakan perbuatan 

pendaftaran tanah, akibatnya dalam pelaksana tersebut itu tidak tegas berbelit-belit dan kabur. 

Pelaksana dalam pendaftaran ini tidak memberikan pelayanan yang baik untuk menjadikan faktor 

dalam kepastian hukum tidak terwujud bagi masyarakat, yaitu tentang apa pun yang harus 

dikerjakan oleh negara untuk mendaftarkan artinya apa pun yang dikerjakan oleh negara untuk 

mendaftarkan tanah menganggap bahwa tidak benar secara hukum, karena meraka yang ingin 

mendaftarkan kurang mengerti apa saja ini dalam pendaftaran dan suatu manfaat yang terjadi 

adanya sertipikat tanah agar sertipikat mempunyai makna untuk masyarakat. 

 

4. Faktor intervensi Undang-Undang Perpajakan (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) dan Biaya Lain). 

 

Seseorang yang akan mendaftarkan tanah ini mengeluh, karena dalam pendaftaran tanah ini 

adalah mahal dan banyak mengeluarkan uang. Pendaftaran tanah ini jika sebenarnya dilakukan 

dengan benar maka biaya relatif sangat murah. Faktor-faktor dalam pelaksanaan pendaftaran 

tanah tidak terselenggara untuk melindungi hak masyarakat dengan munculnya masalah 

pendaftaran tanah baru ialah: 

1. Sertipikat palsu; 

2. Sertipikat aspal; 

3. Sertipikat ganda;dan 

4. Pemblokiran sertipikat oleh bank. 

 

Keadaan ini menjelaskan bahwa dalam ketidak pastian suatu hukum terhadap masyarakat, dan 

pemerintah yang seharusnya mensosialisasikan bagaimana, untuk apa dan tujaun dalam 

pendaftaran tanah itu harus dilakukan, apalagi jika sertipikat tanah hanya dimanfaatkan memiliki 

suatu tujuan tertentu hingga masyarakat tidak mau tau terhadap pendaftaran tanah. Sertipikat 

yang bersifat kuat merupakan sebagai tanda bukti hak, jika merasa dirugikan atas penerbitan 

sertipikat tersebut dapat diajukan dalam tuntutan ke pengadilan dengan memegang tanda bukti 

hak lainnya yang bukan sertipikat yaitu kutipan lette c atau petok pajak bumi dan pengadilanlah 

yang akan memutuskan tanda bukti tersebut apakah benar atau tidak. Apabila tidak benar, maka 

dasar suatu putusan hakim yaitu mempunyai putusan hukum yang selalu tetap dan diadakan 

dengan pembetulan. 
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Demikian jika sertipikat telah terbit tetapi tidak memiliki rasa yang aman dan tenang terhadap 

pemiliknya, karena pemegang sertipikat bisa digugat oleh siapapun atau pihak lain yang 

merasakan dirugikan atas sertipikat yang diterbitkannya. Terwujudnya dalam cita-cita kepastian 

hukum atas tanah yang terjadi dalam pendaftaran tanah, maka dalam menjamin kepastian hukum 

tidak hanya dilihat dari satu dimensi hukum tetapi harus pada dasarnya dalam yuridisnya. 

 

IV. KESIMPULAN 

 

1. Peralihan hak atas tanah merupakan suatu hak berpindahnya hak atas tanah dari orang ke 

badan hukum. Dalam peralihan hukum biaanya terjadi karena adanya perbuatan hukum dan 

peristiwa hukum. Peristiwa hukum bisa terjadi karena waris, sedangkan dalam perbuatan hukum 

itu sendiri terjadi karena jual beli, tukar menukar dan hibah. Perbuatan hukum yang terjadi 

karena jual beli biasanya dilakukan dengan terjadinya perjanjian dan dibawah tangan. Tetapi 

dalam masyarakat masih banyak yang dilakukan dibawah tangan yaitu dengan menggunakan 

hukum adat atau dilakukan dihadapan notaris. Perlindungan hukum terhadap jual beli tanah 

yang belum terdaftar memperoleh perlindungan hukum refresif dan perlindungan hukum 

secara preventif yaitu perlindungan untuk menyelesaikan sengketa dipengadilan, apabila 

perlindungan tersebut dilakukan oleh itikad baik. 

2. Dalam upaya untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap jual beli tanah yang belum 

terdaftar, yaitu dengan mendaftakan tanah agar mendapatkan suatu kepastian hukum. dengan 

adanya pendaftaran tanah akan mendapatkan perlindungan hukum yang merasakan tidak akan 

mendapatkan gangguan dan gugatan dari pihak lainnya. 
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